
2. Undang-uodang Nomor 18 Tahun 1999 tcntang Jasa 
Konstruksi [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3833); 

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemcrintah Pusat dan 
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438}; 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pc,obeotukan Daerah-Dacrah Kabupaten Dalam 
Ungkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950; 

b. bahwa berdasarkan pertimbanga.n sebagaimana dimaksud 
pada huruf a di atas, penycsuaiannya perlu ditetapkan 
kembali dengan Peraturan Bupati Bekasi. 

~g: a. bahwa deogan telah diberlakukannya Peraturan Oaerah 
Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 ten tang lzin 
Usaha Jasa Konstruksi untuk mcnjabarkan ketenruan­ 
ketcntuan yang bersifat teknis perlu adanya penyesuaian 
terhadap Peraturan Bupati Bekasi Nomor 13 Tahun 2009 
tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha .Jasa Konscruksi 
di Kabupaten Bekasi; 

BUPATI BEKASI, 

TENTANG 

,a11BAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 13 TABUI( 2009 
TEl'ITANG TATA CARA PENERBITAN SURAT IZl1' USABA JASA 

KO!fSTRUKSI (SIUJKI DI KABUPATEII BEKASI 

NOMOR 'T TAHUN :201S 

PERATURAJI BUPATI BEKASI 

BUPATI BEKASI 



12. Peraturan Pemerinlah Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Sadan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahuo 2000 tentang 
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3957); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang 
Usaha dan Peran Masyarakal Jasa Konsuuksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3955) eebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Noroor 4 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
2000 Tentang Usaha Dan Perao Masyarakat Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5092) dan pada Peraturan Pcmerintah 
Nomor 92 Tabun 2010 tentang Pcrubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tabun 2000 tentang 
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tcntang 
Penyolenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) 
scbagaimana telah diubah dengan Pcraturan Pemerintah 
Nomor 59 Tahun 20 IO ten tang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Penyeienggaraan Jasa Konsttuksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95); 

6. Undang-Undang Norn.or 1 "rahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Rcpubllk 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

7. Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2011 rentang 
Pembentukan Pcratu.ran Pcrundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahon 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ,entang 
Pajak [)aerah dao Retribusi Oaerah (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. 'l'ambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 



Beberapa kctentuan dalarn Peraturan Bupati Bekasi Nomor 13 Tahun 2009 
rentang Tata Cara Pcncrbitan Surat !zin Usaha Jasa Konstruksi (SIWK) di 
Kabupaten Bekasi (Serita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 13) 
diubah sebagai berikut : 

Pasal I 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOIIOR 
13 TAHUN 2009 TENTANO TATA <!A1U PIJRJUIIT1Jl 
SURAT JZI?f USAHA .JASA KONSTRUKSI {SIU.JKI DI 
KABUPATEN BEKASI- 

\lenetapkan 

MEMUTUSKAN: 

l 9. Peraruran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 
2014 ten tang !zin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 11). 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 
tentang Pcmbentukan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2014 Nomor 8); 

f 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bckasi Tahun 2008 
Nomor 6); 

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/ 
PRT/M/2011 tcntang Pcdoman Pcrsyaratan Pcmberian 
Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 195}; 

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ientang 
Pclaksana Peraturan Pelaksana Atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tohun 2011 tentang Pcmbentukan Peraruran 
Perundang-undangan; 

1-t Peraturan Presiden Nomor 54 Ta.bun 2010 1entang 
Pcnangadaan Barang/ Jasa sebagaimana telah beberapa 
kali diubah tcrakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraruran 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 rentang Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemcrintah; 

13. Pcraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 ,cnumg 
Pembag,an Urusan Pemerintahan Antara Pcmerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, clan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82. Ta.mbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 



_., Formulir izin yang telah diisi dan ditandatangani; 
b. Akte Pendirian Sadan Usaha Jasa Konstruksi Nasional; 
c Data Perusahaan Sadan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Company 

Profile]; 
d. Sertifikat Sadan Usaha (SSU) yang telah diperbaharui dari Lcmbaga; 
e, Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan atau Sertifikat Keterampilan 

(SKT) dari penanggung jawab tcknik Sadan Usaha yang telah diregistrasi 
oleh Lembaga; 

r. Rekomendasi dari Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi; 
Jl, Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Sadan Usaha (PJT-BU) yang 

_. •• ....____! .... • "----·--- -----=-•-·-- .,.J;_; .. __ ... _ ... 1..1: '·----:1 

Pasal 9 

~ l'>crtnohonan sebagaimana dimaksud pada ayal ( 1) narus mcllllinUlli 
persyaratan administrasi antara lain : 

- t;saha -Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat. (2) berlaku 
!llir. jangka waktu 3 [tiga) Tahun dan dapat diperpanjang kembali sepanjang 

o ,ieouh.i persyaratan yang telab ditetapkan. 

Xt,entuan Pasal 9 ayat (2) diubah dan harus d.ibaca sebagai berikut : . 

PasaJ 4 

Kdttltuan Pasal 4 diubah dan harus d.ibaca sebagai berikut : 

Mctturut Kualifikasinya Badan Usaha/Perusahaan meliputi : 

a Jrualifikasi usaha besar; 
t lruaJiflkasi usaha menengah; 
c, lrnatifikasi usaha kecil. 

L Ba.ngunan gedung; 
!,. Bangunan sipil; 
e lnstalasi mekanikal dan elektrikal; dan 
d. Jasa pelaksanaan lainnya. 

L a:rsuektur; 
t._rdcayasa (engineering); 
c penataan ruang; dan 
Lia,,a konsultansi lainnya. 

lk:tlutUt Klasifikasi Sadan Usaha/Perusahaan yang bergerak di Bidang 
.,_.. Pelaksanaan Konstruksi meliputi : 

Mec11ro1 ({Jasifilcasi Sadan Usaha/Perusahaan yang bergerak di bidang 
Lillaha Jasa Perencanaan dan Jasa Pengawasan Konstruksi metiputi : 

lw:2eruuan PasaJ 3 diubah serta ditambah ayat (3) baru dan hanis clibaca 
..,..,,.,. • benkut. . 

Pasal 3 



II Pemegang lzin wajib mengajukan permohonan kembali kepada Sadan 
aoabila teriadi ocrubahan antara lain : 

Pasal 14.A 

~ Ketentuan BAB Tll ditambab 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 14.A dan Pasal 
14.13 dan harus dibaca sebagai berikut: 

.._ Formulir izin yang telah diisi dan ditanclatangani; 
izln Usaha Jasa Konstruksi Asli yang masa berlakunya akan babis; 
Sertifikat Sadan Usaha yang telab diperbabarui dari Lembaga; 

_ Rekomendasi dari Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi; 
• Rekaman bukti kontrak pekerjaan yang telah selesai sebagai pengalrunan 

perusabaan dalam IO (sepuluh) tahun terakhir yang tertinggi nilainya 
dengan memperlihatkan kontrak aslinya; 
Laporan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas kontrak yang 
diperolehnya yang menjadi kewajibannya; 

( SIUP dan TDP; 
NPWP dan Surat ~eterangan Terclaitar dari Kantor Pelayanan Pajak; 
l<TP Direktur; 
Rekaman Sertifikat Keablian (SKA) dan atau Sertifikat Keterampilan (SKi) 
dari penanggungjawab Teknik Sadan Usaha yang telah diregistrasi oleb 
\em baga; 

._ Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Sadan Usaha (PJT·BU) yang 
dilengkapi Surat Pemyataan pengikatan diri tenaga abli/terampil dengan 
penanggungjawab utama badan usaba; 
foto Direktur ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lernbar. 

• 7.;nk roelakukan perpanjangan, pemegang izin mengajukan permohonan 
'h-;:a:!.a Kepala Sadan dengan syarat-syarat sebagai berikut : 

Pasal 14 

tu,.cntuan Pasal 14 diubab dan harus dibaca sebagai berikut : 

,,...;:,ca waktu penyelesaian izin paling lambat IO (sepuluh) bari kerja sejak 
~ya permohonan yang disertai persyaratan adrninistrasinya secara 
e .. kap dan benar. 

Pasal 11 

, t.ttentuan Pasal 11 diubab clan barus dibaca sebagai berikut : 

SJUP danTOP: 
NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar dari Ka,ltor Pclayanan Pajak; 
;..,P Direkrur; 

It Domisih Perusahaan: 
L Fow Direkrur ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar clan Fboto Kantor 

Ulruran 3R; 
=. Kartu Tanda Anggota Biasa dari Asosiasi. 



a. lzin Usaha Jasa Konstruksi yang Asli; 
b. Surat Pajak Nihil, yang diterbitkan oleh Kantor Pajak setempat, 

Dalam ha! pemegang Surat lzin Usaha Jasa Konstruksi (SIWK) tidak 
melakukan kegiatan usahanya atau akan mengakhiri kegiatannya, maka 
Surat lzin Usaha Jasa Konstruksi yang sudah dimiliki barus dilakukan 
penutupan izin dengan melampirkan pcrsyaratan : 

Pasal 14.B 

~ lzin Usaha Jasa •Konstruksi yang asli; 
b. Sertifikat Sadan Usaha yang telah diperbaharul dari Lembaga. 

a. lzin Usaha Jasa Konstruksi yang asli; 
b. Kontrak Pekcrjaan yang diBelesaikan/dilaksanakan. 

i6J Untuk perubahan sebagaimana climaksud pada ayat ( It huruf e dengan 
melampirkan persyaratan : 

•· tzin Usaha Jasa Konstruksi yang asli; 
b. Akte Penggantian Nama Perusabaan; 
e, Surat Keterangan Domisili Badan Usaha Jasa Konstruksi yang 

dikeluarkan oleh Desa/ Kclurahan setempat. 

<;; Un:tuk pcrubahan sebagaimana climaksud pada ayat ( ll huruf d dengan 
mclampirkan persyaratan : 

~ Untuk perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c dcngan 
fflClamplrkan persyaratan : 

._ l2in Usaha Jasa Konstruksi yang asli; 
b Surat Pcnunjukan dari Badan Usaha kepada Direksi/ Pengurus Baru; 
-: CUriculum Vi1ae dari Pimpinan Sadan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) 

baru. 

1 hon Usaha Jasa Konstruksi yang asli; 
t,. Sunu Keterangan Domisili Sadan U&aha Jasa Konstruks1 yang 

dikeluarkan olch Desa/ Kelurahan serempat. 

t.:ntuk perubahan sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf b dcngan 
mdampirkan persyaratan : 

t:mw: perubahan sebagaimana dimaksud pada ayer (JJ huru! a dengan 
-1&rnplrkan persyaratan : 

L ~ub@ban alamac; 
!:. Tcr.,adi ~.gganllan O!reksl/Pengmus Sadan Usaha; 

Pc.aanua.n Nama Perusahaan; 
e, ?u,u,anuao 1'rtlai Kontrak Pekerjaan; 
e, ~tiatl lrualifikasi dan Klasifikasi. 



{l 

Oitetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal 17 P-ebnari 2015 

i-.nruran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

9I setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
~ti ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bekasi. 

Pasal II 


